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ABSTRAK

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang wajib dimiliki
oleh setiap bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, merupakan salah satu
bentuk ketentuan hukum yang mengatur bagaimana tata cara
pelaksanaan terhadap pembangunan bangunan gedung baik secara
admistratif maupun secara teknis di kota Tangerang Selatan, namun
demikian bangimanakah ketika suatu bangunan yang tidak memiliki izin
mendirikan bangunan, tidak adanya kepastian hukum serta tidak
terjaminnya keamanan dan perlindungan terhadapat keselamatan
masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan tersebut
adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan
dalam peraturan-peraturan hukum. Sanksi merupakan suatu bentuk
upaya penegakan hukum yang memaksa baik berupa kewajiban-
kewajiban atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang dilkeluarkan oleh pemerintah. Dengan
demikian bagaimanakah penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, sudah sesuaikah antara
pengaturan tersebut dengan kondisi dimasyarakat yang dilakukan oleh
permerintah Kota Tangerang Selatan.
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Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Kota Tangerang Selatan

ABSTRACT

Building Construction Permit (IMB) is a permit issued by the Regional
Government of South Tangerang City that must be owned by every
building to build new, change, expand, reduce, and / or maintain buildings
in accordance with administrative and technical requirements. Regional
Regulation Number 6 of 2015 concerning Amendment to Regional
Regulation Number 5 of 2013 concerning Buildings, 1s one form of legal
provisions governing the procedures for implementing construction of
buildings both administratively and technically in the city of South
Tangerang, however how is it when a building that does not have a
building permit, lacks legal certainty and does not guarantee security and
protection for public safety. Law enforcement is a process to make legal
wishes come true. These desires are the thoughts of the legislature which
are formulated In legal regulations. Sanctions are a form of law
enforcement efforts that compel either in the form of obligations or
restrictions set out in the laws and regulations issued by the government.
Thus how 1s the application of sanctions in Regional Regulation No. 6 of
2015 concerning Amendments to Regional Regulation No. & of 2013
concerning Buildings, in accordance with the regulation with the
conditions in the community carried out by the South Tangerang City
government.

Keywords: Building Construction Permit, South Tangerang City

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat 1ini sedang giat-giatnya melakukan
pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan dan
mengembangkan kesejahtraan bangsa. Pembangunan nasional pula
dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub
dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke IV yang
mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan
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kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah sebagai penyelengara atau penyelenggara negara
disebutkan dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mengatakan bahwa kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
pemerintahan negara Indonesia yang melindungli segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. Dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yakni pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara. Namun dalam penyelengaraan pemerintahan karena luasnya
daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi,
kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki
pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah Kkinerja
pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas
yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
perbantuan. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini
menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah di daerah.

Penegakan hukum tidak terkecuali dalam hal pembangunan

infrastruktur yankni yang mana hal ini dapat pula meningkatkan
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pendapatan negara dan akan menjamin kemakmuran rakyat. Seperti
pendirian bangunan tanpa mentaati peraturan hukum misalnya seperti
contoh kasus pembangunan proyek apartemen Bintaro Icon di kawasan
Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Kamis (6/10/2016). Penyegelan
terhadap proyek bangunan berlantai 20 itu dilakukan, menyusul proyek
tersebut sudah berjalan meski belum mengantongi dokumen izin
mendirikan bangunan (IMB). Dalam hal ini pihak apartemen melanggar
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat. Diketahui selain melakukan penyegelan oleh
Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah Kota
Tangerang Selatan meminta agar seluruh aktivitas proyek dihentikan
dan seluruh pekerja diminta untuk keluar dari lokasi proyek. Aktivitas
proyek baru bisa dilanjutkan setelah pihak apartemen melengkapi
dokumen perizinan sesual aturan yang berlaku di Kota Tangerang
Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah melayangkan surat
teguran hingga ketiga kalinya dan bahkan sudah memasang stiker
pengawasan untuk pemberhentian sementara pekerjaan pembangunan
apartemen, namun pihak Bintaro Icon masih melakukannya sehingga,
akhirnya bangunan itu disegel dengan memasang garis polisi dan
pengembokan gerbang kantor pemasaran. Setelah melakukan
penyegelan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan
panggilan kepada pihak pengembang, yakni PT Prima Bintaro Royale.
Proses pemberhentian pekerjaan ini dilakukan sampai mereka dalam hal
ini Bintaro Icon memperoleh izin, nanti pengadilanlah yang memutuskan

apakah bangunan 20 lantai ini akan diajulanjutkan apakah akan di
robohkan.
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Dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus bertindak
tegas dalam menjalankan perintah perundang-undangan sesuai dengan
aturan hukum dan norma hukum yang berlaku tanpa adanya tebang
pilih terhadap semua subjek hukum, walaupun pembagunan tersebut
merupakan salah satu sumber pendapatan, pembangunan perekonomian
dan pengembangan infrastruktur kota Tangerang Selatan dengan tidak
mengabaikan ketaatan hukum yang harus tetap ditegakan. Ketaatan
hukum harus dipenuhi dan harus dapat dirasakan oleh masyarakat
sehingga hukum harus bersifat memaksa bagi setiap subjek hukum yang

melanggarnya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat

1dentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah bentuk penerapan sanksi terhadap bangunan tanpa Izin
Mendirikan Bengunan di Kota Tangerang Selatan Ditinjau dari
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung ?

2. Apakah hambatan yang dialami Pemerintah Kota Tangerang Selatan
dalam penerapan sanksi terhadap Bangunan tanpa Izin Mendirikan

Bengunan (IMB) ?

PEMBAHASAN
Pengertian Bangunan Gedung
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan
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Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan tidak terpisah
dengan pembangunan gedung, sebagaimana melihat fungsinya yang
sangat penting sebagal tempat manusia melakukan kegiatannya untuk
mencapal berbagal sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional.

Dalam pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, memuat bahwa pengertian bangunan gedung adalah
wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik
untuk hunian maupun tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Dari ketentuan tersebut menunjukan bahwa fungsi bangunan
gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya dan
fungsi khusus. Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk
rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah
tinggal sementara. Bangunan harus dilaksanakan secara tertib,
diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan
administratif dan teknis bangunan gedung. Agar bangunan gedung
tersebut dapat terselengara secara tertib dan terwujud sesuai dengan
fungsinya diperlukan dasar hukum untuk pembangunan dan merenovasi
bangunan gedung, adapun dasar hukum pembangunan gedung adalah;

1. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia;

2. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;

3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2010 Tentang
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya.

Pelaksanaan pengembangan pembangunan diatur oleh otonomi
daerah, karena penataan ruang kota adalah tanggung jawab daerarh
yang bersangkutan sebagaimana yang diutarakan dalam Undang-Undang
RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 ayat (1)
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: a.pendidikan;
b.kesehatan; c.pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan
rakyat dan kawasan pemukiman. Salah satu kewajiban Pemerintah
Daerah adalah wajib mengatur perumahan rakyat (pembangunan rumah

tempat tinggal).

Persyaratan Bangunan Gedung
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan baik secara

administratif maupun persyaratan secara teknis sesual dengan fungsi
bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administratif yang meliputi;
1. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak

atas tanah;
2. Status kepemilikan bangunan gedung dan;
3. Izin mendirikan bangunan;

Ketiga persyaratan administrasi tersebut diatas harus sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Selain dari pada itu pula pemerintah daerah wajib mendata
bangunan gedung untuk keperluan ketertiban pembangunan dan
pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah instansi teknis
pada pemerintah kabupaten/kota yang berwenang menangani
pembinanaan bangunan gedung. Pendatan termasuk pendaftaran
bangunan gedung dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan
bangunan secara periodik.

Mengenai hak pemilik dan pengguna bangunan diatur dalam Pasal
40 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, menyatakan
bahwa Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan
gedung mempunyai hak:

a. Mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana
teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;

b. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. Mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah
Daerah;

d. Mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan
sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;

e. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapatkkan izin tertulis dari
Pemerintah Daerah;

f. Mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah

atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
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Dari ketentuan Passal 40 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tersebut, dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan
gedung harus memiliki izin mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah. Perizinan pembangunan gedung berupa izin
mendirkan bangunan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah secara
cepat dan murah atau terjangkau. Setelah rencana teknis bangunan
gedung disetujui, biaya izin mendirikan bangunan gedung serta
dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan,
menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan

teknik penyelenggaraan bangunan gedung.

Pengertian Perizinan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang ideal, kegiatan
pengendalian memiliki peranan yang penting. Untuk menengendalikan
setiap kegiatan, istrumen perizinan merupakan mekanisme kontrol dan
sarana untuk pengaturan pembangunan. Izin tersebut untuk
mengendalikan setiap kegiatan atau prilaku orang batau badan yang
sifatnya preventif.

Izin adalah salah suatu instrumen yang paling banyak digunakan
dalam hukum administrasi. E. Utracht menyebutkan bahwa Izin adalah
bilamana pembuatan peraturan umumnya tidak melarang suatu
perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan
secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka
keputusan administasi negara yang memperkenankan perbuatan

tersebut yang bersifat izin.

Tujuan dan Fungsi Perizinan
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Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkrit yang
dihadapinya, yaitu aturan yang mengikat tindakan-tindakan izin pada
suatu system perizinan. Oleh karna itu penerbit izin dapat menciptakan
berbagai tujuan sesuai izin dibutuhkan (contoh; tujuan IMB, tujuan izin
keramaian, dll). Artinya untuk apa izin itu dimohon, maka tujuan izin
akan diarahkan kepada peristiwa konkritnya.

Dilihat dari sisi perkembangan pembangunan pemerintah dan
masyarakat, fungsi perizinan bisa mempengaruhi terlaksananya program
pembangunan tersebut;

1. Dari sisi pemerintah, perizinan memberikan;

a. Membantu pemerintah untuk melaksanakan peraturan atau
ketentuan-ketentuan yang termuat dala prakteknya untk mengatur
ketertiban sesuai dengan izin yang dimohon;

b. Sebagai sumber pendapatan daerah, yakni dengan adanya
permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan
pemerintah akan bertambahan karena setiap izin yang dikeluarkann
pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin
banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu
untuk membiayai pembangunan.

2. Dari sisi masayarakat, tujuan pemberian izin yaitu :

a. Untuk mendapatkan kepastian hukum;

b. Untuk mendapatkan kepastian hak;

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Hambatan yang dialami Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam

penerapan sanksi terhadap Bangunan Gedung tanpa Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
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Izin Memberikan Bangunan (IMB) merupakan hal penting sebagai
syarat untuk berdirinya sebuah bangunan. Pemerintah dengan Undang-
Undang No.28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung di Indonesia
diwajibkan untuk memiliki ijin mendirikan bangunan Pasal . Salah satu
kegiatan yang sudah Pemerintah Kota Tangerang Selatan lakukan untuk
mencapal tujuannya tersebut dengan membuat Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dan kemudian dengan
perkembangan pembangunan di buat kembali Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Bangunan Gedung yang tujuannnya menyesuaikan
keadaan pembangunan yang dibutuhkan saat ini sehingga adanya
keseimbangan antara keadaan regulasi dengan Kkondisi yang
sesungguhnya. Hal ini dibuat dalam rangka pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan wilayah Kota Tangerang Selatan yang
berorientasi pada lingkungan yang sehat, aman dan tentram serta rapi.

Beberapa hamabatan dalam penerapan sanksi terhadap bangunan
tanpa Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tangerang Selatan meliputi:

1. Dalam Peraturan Hukum

Peraturan hukum dalam hal ini1 peraturan perundang-undangan
yang mengatur sanksi hukum sebagaimana dimaksu Pasal 140
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Kota Tangerang Selatan 2013
tentang Bangunan Gedung masih dianggap terlalu ringan sehingga
tidak terlalu memberikan efek memaksa bagi pelanggar. lemahnya
sanksi hukum menyebabkan masyarakat mengabaikan ketentuan-
ketentuan yang seharusnya dipatuhi seperti kewajiban dalam setiap

bangunan harus dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
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Lemahnya sanksi hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 20013
tentang Bangunan Gedung menyebabkan peraturan daerah tersebut
belum menjadi hal yang mendorong masyarakat mematuhinya.
Kecenderungan masyarakat mengabaikan Peraturan tersebut
merupakan indikator lemahnya sanksi hukum di dalamnya.

2. Dalam Penegakan Hukum

Pada ketentuan Pasal 136 Ayat (5) tentang pembongkaran oleh
pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung, seperti yang
disampaikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi
Pamong Praja Bapak Taufik Wahidin mengatakan bahwa:

"Ketika sebuah pembongkaran yang dibiayai oleh pemilik
bangunan maka kami sebagai petugas Satuan Polisi Pamong Praja
hanya sebagal menyampaikan surat perintah pembongkatran saja,
apabila pemilik bangunan tersebut tidak memiliki biaya untuk atau
tidak mau membongkar suatu banguan tanpa Izin Mendirkan
Bangunan, maka Satuan Pamong Praja tidak berhak untuk
membongkar bangunan tersebut.”(Wawancara pada hari Senin, 6
November 2017 di Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Tangerang
Selatan)

Lemahnya pengawasan terhadap pembangunan yang ada di
wilayah kota Tangerang Selatan, sehingga masih ada bangunan-
bangunan gedung yang skala pembangunan besarnya belum
mengantongi izin. Ini dikarenkan kurangnya koordinasi antara
perangkat daerah yang satu dengan perangkat darah yang lain. Dalam

penegakannya pemerintah harus lebih peka terhadap pola
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pembangunan-pembangunan gedung yang ada di Wilayah Kota
Tangerang Selatan.
3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapal kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi
penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat mengetahui
hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui
aktivitas-aktivitas  penggunaan  upaya-upaya hukum  untuk
melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan
mereka dengan aturan yang ada.

Pada masyarakat Kota Tangerang Selatan bahwa ketidak tahuan
masyarakat terhadap ketentuan tentang Izin Meendirikan Bangunan
menyebabkan masih adanya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan
Bangunan dalam pendirian bangunan gedung. Masyarakat tempat
sebagai objek Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Bangunan Gedung ternyata belum banyak yang mengetahui
peraturan daerah tersebut.

4. Faktor Kebudayaan/ Kebiasaan

Kebudayaan merupakan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat berisi aturan-aturan yang mengatur bagaimana
seharusmya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap bagi individu
jika mereka berhubungan dengan orang lain. Norma-norma budaya
masyarakat pada dasarnya berisi peraturan mengenai apa yang harus

dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang.
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Dari beberapa kasus tentang pelanggaran Izin Mendirikan
Bangunan Kota Tangerang Selatan mengenai penegakan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
khususnya tentang Izin Mendirikan Bangunan menunjukan
memudarnya budaya masyarakat setempat. Masyarakat tidak lagi
memperdulikan tentang norma-norma budaya yang berlaku dalam
masyarakat yang disebabkan tingginya aktivitas masyarakat.

Kondisi demikian meyebabkan masyarakat kurang
memperhatikan dan mengerti peraturan-peraturan yang berlaku di
sekitar mereka. Hal ini sepenelitian bahwa sikap masyarakat kurang
peduli terhadap upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung terhadap bangunan

yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan.

KESIMPULAN

1. Bentuk penerapan sanksi terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan
Bengunan di Kota Tangerang Selatan Ditinjau dari Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.Sanksi merupakan
bentuk upaya hukum yang bersifat memaksa terhadap warganegara
yang tidak mengikuti aturan-tauran atau larangan-larangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Bangunan Gedung, meyebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang

-
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tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kenakan sanksi berupa
sanksi administrati berupa surat Peringatan tertulis, sanksi
penghentian sementara pembangunan, sanksi penghentian tetap
pembangunan hingga pembongkaran dan sanksi pidana berupa pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (Ilima puluh juta rupiah)

2. Hambatan yang dialami Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam
penerapan sanksi terhadap Bangunan Gedung tanpa Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk
mengurus izin mendirikan bangunan dan kurang memahami
bagaimana pentingnya IMB bagi masyarakat dan pembangunan Kota
Tangerang Selatan. Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui
tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Bangunan Gedung, sehingga masih dijumpai adanya pelanggaran
dalam pembangunan gedung dan bangunan di Kota Tangerang

Selatan.

SARAN

1. Dalam pemberian sanksi terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan
Bangunan perlu adanya ketegasan dari pemerintah tidak hanya
menerapkan sanksi adaministratif saja, sanksi pidana pun perlu
diterapkan, sehingga pelanggaran terhadap pembangunan tanpa Izin
Mendirikan Bangunan dapat memberi efek terhadap masyarakat
untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Saksi
yang diterapkan dalam pembangunan tanpa Izin Mendirikan
Bangunan harus berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum.
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2. Agar di dalam pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan masalah
atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan mendirikan
bangunan dan rencana tata ruang yang mantap. Peran dan partisipasi
masyarakat sangatlah penting, karna masyarakat sebagai subjek atau
objek dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah harus dapat
merangkul masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan akatif
dalam penyelengaraan pemerintahan. Pemerintah harus merespon apa
yang menjadi aspirasi kehendak perkembangan masyarakat, sehingga
pemerintah dapat menentukan regulasi-regulasi yang tepat untuk
mengatur tata pemerintahan sesuai kebutuhan perkembangan

masyarakat.
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